
 
 

 
 

   
 
 
 
 

 
BUPATI TANAH LAUT 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR  85 TAHUN  2021 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 67 TAHUN 2021 
TENTANG DESA AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN  

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2021 
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TANAH LAUT, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyaluran Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa dari Rekening Kas Desa ke 

Keluarga Penerima Manfaat maka  perlu melakukan 

penyesuaian terhadap tata cara penyaluran Bantuan 

Langsung Tunai Desa; 

b. bahwa percepatan dilaksanakan agar masyarakat Desa 

yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana 

Desa dapat segera merasakan manfaat dari penyaluran 

Bantuan Langsung Tunai Desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Tanah Laut Nomor 67 Tahun 2021 tentang Desa 

Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 

2021; 

 

Mengingat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9); 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 
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Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 

2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1035); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Repbulik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 32); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 67 TAHUN 2021 

TENTANG DESA AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-

19) DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 

ANGGARAN 2021. 
 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor  67  Tahun 

2021 tentang Desa Aman Corona Virus Disease 2019  (Covid-19) dan Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten  

Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 67), diubah sebagai berikut: 

 

Pasal 10 

Dengan mempertimbangkan ketersediaan dana di Rekening Kas Desa, 

penyaluran BLT Dana Desa dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai 

berikut: 
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a. dalam hal dana tidak tersedia pada bulan berkenaan maka penyaluran 

BLT Dana Desa dapat dilakukan setelah tersedianya dana pada RKD; 

b. penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat 

disalurkan sampai dengan bulan berkenaan secara bertahap; 

c. dalam hal ketersediaan dana tersedia setelah bulan Juli, maka 

penyaluran BLT Dana Desa dapat dilakukan mulai bulan Juli sampai 

dengan bulan berkenaan; 

d. pelaksanaan penyaluran pada bulan ke-10 (sepuluh), ke-11 (sebelas) dan 

ke-12 (duabelas) paling cepat dilaksanakan pada bulan ke-10 (sepuluh) 

dan disalurkan sesuai dengan bulan berkenaan; 

e. dalam rangka percepatan, apabila terdapat Desa yang penyaluran BLT 

Dana Desanya terlambat sebelum bulan berkenaan, maka BLT Dana 

Desa dapat disalurkan sampai dengan bulan berkenaan sesuai dengan 

permohonan yang diajukan oleh Desa dengan interval waktu antar 

penyaluran 1 (satu) hari dalam minggu yang sama; dan  

f. interval waktu antar penyaluran 1 (satu) hari dalam minggu yang sama 

sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah untuk paling lama 3 (tiga) 

bulan penyaluran BLT Dana Desa. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Laut. 

 

Ditetapkan di Pelaihari 
pada tanggal 24 September 2021 

 
BUPATI TANAH LAUT, 

 
 

Ttd. 
 
 
 

H. SUKAMTA  

 

Diundangkan di Pelaihari 
pada tanggal 24 September 2021 
 
   SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

Ttd. 

 
 

H. DAHNIAL KIFLI 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 85 


